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ABSTRAK 
 
ANDI DIAN PRATIWI (B11109025), dengan judul “Peranan Polisi 
Militer Angkatan Darat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana 
Penayalahgunaan Narkotika Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia 
Angkatan Darat (Penelitian di Polisi Militer Kodam VII/Wirabuana dan 
Detasemen Polisi Militer VII/6 Makassar)”. Dibawah bimbingan Said Karim 
selaku pembimbing I dan Dara Indrawaty selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan hambatan 
Polisi Militer Angkatan Darat dalam menanggulangi tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika di kalangan Militer Angkatan Darat.  
Penelitian ini dilaksanakan di Polisi Militer Kodam VII/Wirabuana 
Dan Detasemen Polisi Militer VII/6. Wawancara dilakukan secara 
terstruktur dan juga pertanyaan dikembangkan di depan narasumber, serta 
telaah data, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang penyalahgunaan narkotika.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Polisi Militer Angkatan 
Darat dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu 
sebagai penyidik perkara pidana dan pencegahan tindak pidana, Peranan 
Polisi Militer sebagai pencegahan tindak pidana yaitu berupa melakukan 
operasi aktif atau razia. Polisi Militer sebagai penyidik yaitu untuk mencari 
dan mengumpulkan bukti-bukti dengan bukti itu membuat terang tentang 
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pelaksaan 
dilapangan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 
(1). Hambatan Polisi Militer Angkatan Darat dalam menanggulangi tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika yaitu dari segi sarana, kurangnya 
fasilitas yang menunjang untuk membuktikan penyalahgunaan narkotika. 
Polisi Militer hanya memiliki 1 (satu) Laboratorium Forensik yang terdapat 
di kota Jakarta. Membutuhkan waktu yang cukup lama apabila harus 
menunggu hasil laboratorium sehingga Polisi Militer menggunakan 
Laboratorium Forensik milik Polda Sulsel untuk mengetahui hasil tes urine 
yang menunjukkan mengkonsumsi narkotika. Kurangnya personil bagian 
penyelidikan sehingga bekerjasama dengan kepolisian sat narkoba untuk 
mengkoordinasi apabila adanya keterlibatan anggota TNI dalam 
penyalahgunaan Narkotika (2).  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Kehidupan masyarakat yang didambakan oleh pemerintah suatu 
negara termasuk pemerintah Republik Indonesia ini adalah suatu 
kehidupan dimana warga negaranya dalam keadaan hidup bahagia, 
sejahtera, aman, adil dan makmur. Kehidupan yang demikian tidak akan 
dapat diwujudkan tanpa adanya faktor-faktor pendukung. Faktor 
pendukung dalam usaha mensejahterakan warga negara tersebut sangat 
beragam, mulai dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kesehatan, 
faktor lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Namun semua itu masih 
ditunjang lagi dengan satu faktor yang sangat menentukan, yaitu faktor 
keamanan. 
Faktor keamanan ini merupakan faktor penentu dari semua 
keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan 
pemerintah Republik Indonesia dewasa ini guna mewujudkan kehendak 
pemerintah untuk mensejahterakan warga negaranya. Oleh karena di 
seluruh wilayah Republik Indonesia selalu ditemukan “aparat keamanan”. 
Secara luas, tanggung jawab mengamankan suatu wilayah, pemerintah 
membebankan pada Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya 
disingkat dengan (TNI).  
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Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari Tentara Nasional 
Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan 
Laut (TNI AL), dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). 
Pada hakekatnya, faktor keamanan di wilayah Negara Republik Indonesia 
merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Republik Indonesia, 
sedangkan yang menjadi kekuatan intinya adalah Tentara Nasional 
Indonesia (TNI), baik TNI AD, TNI AL, TNI AU, maupun Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (POLRI), dalam kapasitas serta proporsi sesuai dengan 
bidang dan kewenangan masing-masing.  
Semua “kekuatan inti” yang dimaksud saling berhubungan erat dan 
saling menunjang satu sama lain. TNI sebagai kekuatan inti dalam 
penyelenggaraan keamanan di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia ini bertanggung jawab untuk mengatasi setiap gangguan dan 
ancaman keamanan secara penuh. 
Setiap anggota harus memiliki rasa disiplin dan kepribadian yang 
tinggi, dan diharapkan akan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, 
serta agar mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat. Usaha 
mewujudkan suasana aman di wilayah negeri ini memang menjadi tugas 
yang berat, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih ada tugas para 
anggota TNI yang justru lebih berat lagi, yaitu menjadi “panutan dan suri 
tauladan” bagi masyarakat atau warga negara yang ada. Seorang anggota 
TNI dituntut untuk sebersih “kertas putih” dari perbuatan pribadi yang 
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tercela di mata para anggota militer sendiri maupun utamanya di kalangan 
masyarakat.  
Warga masyarakat, memiliki kekaguman tersendiri pada anggota 
TNI, apabila terdapat perbuatan tercela seorang anggota saja, dapat 
menyebabkan kekaguman masyarakat tersebut berkurang, bahkan dapat 
hilang sama sekali.  
Lingkungan militer harus terbebas dari semua perbuatan pribadi 
yang sifatnya buruk dan tercela, akan tetapi karena para anggota TNI juga 
merupakan manusia biasa, yang tidak lepas dari kekhilafan atau rasa 
emosional sebagaimana manusia lainnya, maka di kalangan anggota TNI 
sendiri juga diciptakan aparat yang memiliki fungsi kontrol. Apabila warga 
masyarakat telah memiliki Polri yang memiliki tugas mengawasi 
penggunaan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat, maka di 
lingkungan TNI secara umum juga terdapat Polisi Militer. 
Pertahanan keamanan negara Republik Indonesia merupakan 
upaya untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan keamanan negara, 
dalam rangka wawasan nusantara guna mencapai peningkatan 
pembangunan nasional secara terus menerus termasuk derajat kesehatan. 
Peningkatan derajat kesehatan dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan rakyat dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan 
dan pelayanan kesehatan, salah satunya dengan mengusahakan 
ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat 
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dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk 
percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka 
kepentingan ilmu pengetahuan dengan ketentuan mendapat ijin dari 
menteri kesehatan. 
Pada era globalisasi ini, masyarakat lambat laun berkembang. 
Dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang 
kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan 
kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering 
terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk 
polanya yang semakin kompleks. Perkembangan disebabkan karena ilmu 
pengetahuan dan pola pikir semakin maju. 
Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di 
segala bidang. Namun pembaharuan tersebut tidak selalu berdampak 
positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Pembaharuan dalam 
bentuk kemajuan teknologi sering kali juga disertai dengan peningkatan 
masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. 
Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk 
menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan 
obat-obat  terlarang. 
Penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang), akhir-
akhir ini kembali menjadi perbincangan setelah korban demi korban 
berjatuhan. Hal yang sangat memprihatinkan adalah penyalahgunaan 
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berupa pemakaian secara ilegal yang dilakukan oleh oknum TNI yang 
merupakan komponen utama dalam pertahanan negara. 
Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat 
transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan 
teknologi yang canggih. Adanya penyalahgunaan narkotika oleh oknum TNI 
Angkatan darat sehingga aparat penegak hukum militer diharapkan mampu 
mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan 
moralitas Tentara Nasional Indonesia. 
Diantara aparat penegak hukum militer yang juga mempunyai peran 
penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah “penyidik”, 
dalam hal ini penyidik Polisi Militer Angkatan Darat, dimana penyidik Polisi 
Militer Angkatan Darat diharapkan mampu membantu proses penyelesaian 
terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkotika di Lingkungan TNI 
Angkatan Darat. 
Dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 22 tahun 1997 
tentang narkotika, undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang 
psikotropika dan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, 
di dalamnya diatur sanksi hukumnya. Dengan undang-undang tersebut, 
maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara 
terhadap oknum TNI yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika. 
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Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah bergantung 
pada seluruh jajaran penegak hukum khususnya penegak hukum militer. 
Dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polisi 
Militer Angkatan Darat serta para penegak hukum militer lainnya. Disisi lain 
hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari 
seluruh jajaran TNI Angkatan Darat guna menegakkan kewibawaan hukum 
dan khususnya terhadap undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang 
narkotika. Peranan penyidik Polisi Militer Angkatan Darat bersama penegak 
hukum militer lainnya sangatlah penting dalam membantu proses 
penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di 
lingkungan TNI Angkatan Darat. 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis 
ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan objek di dalam 
penulisan skripsi ini adalah: 
1. Bagaimanakah peranan Polisi Militer Angkatan Darat dalam 
menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan 
TNI Angkatan Darat ? 
2. Hambatan – hambatan apakah yang dihadapi dan bagaimanakah upaya 
yang dilakukan oleh Polisi Militer Angkatan Darat dalam menanggulangi 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI Angkatan 
Darat ?  
7 
 
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 
1. Untuk mengetahui peranan Polisi Militer Angkatan Darat dalam 
menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan nakotika di 
lingkungan TNI Angkatan Darat. 
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang 
dihadapi oleh Polisi Militer Angkatan Darat dalam menanggulangi 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI 
Angkatan Darat. 
Adapun kegunaan penulisan adalah : 
1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan hukum terutama menyangkut 
masalah penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika 
khususnya di lingkungan TNI Angkatan Darat. 
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
aparat penegak hukum militer terutama Polisi Militer Angkatan Darat 
dalam melakukan penanganan tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika khususnya di lingkungan TNI Angkatan Darat. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. PENGERTIAN 
1. Pengertian Polisi Militer. 
Polisi militer (POM) ialah polisi dari organisasi militer. Polisi militer 
bertugas di wilayah penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan 
kejahatan) pada kepemilikan militer dan mengenai anggota militer. Badan 
Kepolisian TNI telah mereformasi diri dengan pembentukan Polisi Militer 
Angkatan Darat, Polisi Militer Angkatan Laut, dan Polisi Militer Angkatan 
Udara sesuai yang tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep / 
01 / III / 2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pembentukan Polisi Militer 
TNI. 
Polisi Militer Angkatan Darat ialah salah satu kecabangan di TNI 
Angkatan Darat yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, 
penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan dan bagi 
kepentingan TNI Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas pokok 
TNI Angkatan Darat untuk menegakkan kedaulatan Negara dan Keutuhan 
Wilayah Darat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep  / 1 / III / 
2004 tanggal 26 Maret 2004, tentang Tugas dan Fungsi utama Kepolisian 
Militer di lingkungan TNI meliputi : 
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1.) Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik. 
2.) Penegakan Hukum 
3.) Penegakan disiplin dan tata tertib militer 
4.) Penyidikan 
5.) Pengurusan tahanan dan tuna tertib militer 
6.) Pengurusan tahanan keadaan bahaya / operasi militer, dan tawanan 
perang. 
7.) Pengalawan Protokoler Kenegaraan 
8.) Pengendalian lalu lintas militer dan penyelengaraan SIM TNI. 
Di dalam suatu kesatuan militer, khususnya yang berkaitan dengan 
perbuatan seorang anggota militer di bidang hukum dan disiplin, seorang 
komandan kesatuan memiliki dua fungsi pokok atau utama, yaitu: 
a.) Sebagai atasan yang berhak menghukum (ANKUM) 
b.) Perwira penyerah perkara (PAPERA) 
Tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat meliputi dua macam, 
yaitu: 
a.) Tugas yang sifatnya preventif 
Tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat yang bersifat preventif 
yaitu tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat dalam mencegah seorang 
anggota melakukan tindak pidana militer,  
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b.) Tugas yang sifatnya represif.  
Tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat yang bersifat represif yaitu 
tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat dalam pemeriksaan seorang 
anggota TNI Angkatan Darat yang diduga melakukan tindak pidana. 
 
2. Pengertian Penyidik Polisi Militer 
Penyidik  Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah Atasan 
Yang berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur yang di 
beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 
a. Atasan yang Berhak Menghukum 
Atasan yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung yang 
mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang 
melakukan penyidikan.  
b. Polisi Militer. 
Polisi Militer adalah polisi dari organisasi militer. Polisi militer 
bertugas di wilayah penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan 
kejahatan) di kalangan militer dan objeknya ialah prajurit TNI Angkatan 
Darat. 
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c. Oditur Militer 
Oditur Militer adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak 
sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan 
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.  
Selanjutnya menurut pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 31 
Tahun 1997, penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur 
dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti 
yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi 
dan guna menemukan tersangkanya. 
Menurut Gerson Bawengan ( 1997 : 11 ), tujuan penyidikan adalah : 
“Menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan 
bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk 
mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun 
keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa 
tertentu”. 
Selanjutnya yang dimaksud dengan menghimpun keterangan 
menurut Gerson Bawengan ( 1997 : 21 ) adalah : 
Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan, Identitas daripada si 
korban, Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan, Waktu 
terjadinya kejahatan, Motif, tujuan, serta niat, dan Identitas pelaku 
kejahatan. 
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A. TINDAK PIDANA 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-undang Hukum 
Pidana dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang 
hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat 
undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan 
istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. 
Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana 
atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah: 
1. Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana. 
2. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang 
diguunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman, dan 
3. Criminal act diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal. 
Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri atas 
tiga kata, yaitu straf, baar, feit. Yang masing-masing memiliki arti : 
a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, 
b. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, 
c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. 
Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbu atan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing 
disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman. 
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Menurut Andi hamzah memberikan definisi mengenai delik yakni : 
“Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan 
diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”. 
Menurut Moeljatno mengartikan Strafbaarfeit sebagai berikut: 
“Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang 
diancam oleh peraturan perundang-undangan”. 
Menurut Jonkers, Strafbaarfeit sebagai berikut : 
“Peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang 
melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau 
kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan”. 
Menurut S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindakan pidana 
jelasnya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut : 
“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, 
dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam 
dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta 
dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung 
jawab)”. 
Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak adalah merupakan 
singkatan dari tindakan artinya pada setiap orang yang melakukan 
tindakana dinamakan sebagai penindak. Tindakan apa saja dilakukan 
semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat 
dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan 
hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya menurut 
golongan dalam pekerjaan dan menurut golongan kelamin. Sianturi 
menjelaskan golongan kelamin misalnya wanita atau pria sedangkan 
menurut golongan dalam pekerjaan misalnya seperti buruh, pegawai dan 
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lain-lain sebagainya, jadi status/klasifikasi seorang penindak menurut 
Sianturi haruslah dicantumkan unsur barang siapa. 
(Amir ilyas 2012 : 28) “Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang 
mengandung unsur-unsur : perbuatan tersebut dilarang oleh undang-
undang (mencocoki rumusan delik), memiliki sifat melawan hukum, dan 
tidak ada alasan pembenar”. 
2. Jenis-jenis Tindak Pidana. 
Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni 
sebagai berikut : 
a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam 
buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. 
Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis 
pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari 
ancaman dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan 
denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana 
penjara. 
Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran 
yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum 
dan juga menimbulkan bahaya secara konkrit, sedangkan pelanggaran itu 
hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat 
undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai 
berikut : 
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1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang 
merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang 
melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik 
pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut. 
2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana. 
3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak dibawah umur 
tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran. 
b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti 
larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan 
tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya 
suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak 
pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. 
Rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan 
akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang 
dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga 
untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana 
wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada 
syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. 
c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). 
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Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya dilakukan dengan sengaja atau mengandung unsur 
kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang 
dalam rumusannya mengandung culpa. 
d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak 
pidana pasif/negatif, disebut tindak pidana omisi. 
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa 
perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk 
mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang 
yang berbuat.  
Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni 
dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah 
tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada 
dasarnya semata-mata untuk perbuatannya adalah perbuatan pasif. 
Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana 
yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan 
dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung 
suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau 
mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. 
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e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan 
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam 
waktu lama atau berlangsung lama/berlanggsung terus. 
Tindak pidana yang diruskan sedemikian rupa sehingga untuk 
terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. 
Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga 
terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan 
dilakukan tindak pidana itu masih berlansung terus. Tindak pidana ini dapat 
disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang 
terlarang. 
f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan anttara tindak pidana umum 
dan tindak pidana khusus. 
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat 
dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku 
III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang 
tidak terdapat diluar kodifikasi KUHP.  
g) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan 
tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh 
orang yang berkualittas tertentu). 
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Pada umumnya tindak pidana tindak pidana itu dibentuk dan 
dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan bagian terbesar tindak 
pidana itu dirumskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada 
perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan 
oleh orang berkualitas tertentu saja. 
h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka 
dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. 
Tindak pidana biasa yang dimaksudkan adalah tindak pidana yang 
untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan 
adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah 
tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih 
dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan. 
i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang 
diperberat dan tindak pidana yang diperingan.  
Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk 
menjadi : 
1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga 
disebut dengan bentuk standar; 
2) Dalam bentuk yang diperberat; dan 
3) Dalam bentuk ringan. 
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Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, 
artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada 
bentuk yang diperberat atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-
unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk 
pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau 
ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara 
tegas dalam rumusan. Karena ada faktorpemberatnya atau faktor 
peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk 
yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih 
ringan daripada bentuk pokoknya. 
j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana 
tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum 
yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. 
k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 
dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. 
Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan 
dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian 
terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. 
Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah 
tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang 
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sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyarakan dilakukan 
secara berulang. 
3. Unsur-unsur Tindak Pidana. 
A. Ada perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik) 
Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (feit), yakni: 
1) Perbuatan (feit) yaitu terjadinya kejahatan (delik). 
2) Perbuatan (feit) yaitu perbuatan yang didakwakan. 
3) Perbuatan (feit) yaitu perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas 
dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. 
 
B. Ada sifat melawan hukum 
Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan 
hukum, yaitu: 
1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan 
dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain, melainkan 
juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara. 
2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak 
orang lain”. 
3. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 
W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang atau “tanpa hak”. 
4. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana 
BPHN atau BABINKUMNAS dalam rancangan KUHPN memberikan 
defenisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertenntangan dengan 
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apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau 
yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang 
tidak patut dilakukan. 
Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh 
peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat 
perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni: 
a. Sifat melawan hukum formil. Menurut pendapat ini, yang dimaksud 
dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang 
memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan 
pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-
undang, melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab 
hukum adalah undang-undang. 
b. Sifat melawan hukum materil. Menurut pendapat ini belum tentu 
perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat 
melawan hukum, bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan 
hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi 
hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-
kenyataan yang berlaku di masyarakat. 
Sifat melawan hukum mempunyai empat makna yang berbeda, yakni : 
1. Sifat melawan hukum formil 
Sifat melawan hukum formil berarti semua bagian dari rumusan delik 
telah terpenuhi, yang terjadi karena melanggar ketentuan pidana menurut 
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undang-undang. Sifat melawan hukum formil ini merupakan syarat untuk 
dapat dipidananya perbuatan bersumber pada asas legalitas. 
2. Sifat melawan hukum materil 
Sifat melawan hukum materil berarti melanggar atau 
membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat 
undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Pada delik-delik material 
atau delik-delik yang dirumuskan secara material, sifat melawan hukum 
material dimasukkan dalam rumusan delik sendiri dan karena itu bukti dari 
sifat melawan hukum materil termasuk dalam bukti dari rumusan delik. 
3. Sifat melawan hukum umum.  
Sifat melawan hukum umum (sifat melawan hukum sebagai bagian 
luar undang-undang) yang berarti bertentangan dengan hukum objektif. Hal 
ini pada umumnya terjadi jika perrbuatannya bersifat melawan hukum formil 
dan tidak ada alasan pembenar. 
4. Sifat melawan hukum khusus 
Sifat melawan hukum khusus (sifat melawan hukum sebagai bagian 
dari undang-undang) memiliki arti khusus dalam tiap-tiap rumusan delik 
didalamnya itu sifat melawan hukummenjadi bagian dari undang-undang 
dan  dapat dinamakan suatu fase dari sifat melawan hukum umum. 
C. Tidak ada alasan pembenar 
Alasan pembenar timbul ketika perbuatan seseorang memang tidak 
memiliki nilai melawan hukum sehingga bukanlah orangnya yang 
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dimaafkan akan tetapi perbuatannya yang harus dianggap benar 
sedangkan alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki sifat 
melawan hukum namun karena alasan tertentu maka orangnyadimaafkan. 
Alasan pembenar bermuara pada putusan bebas sedangkan alasan 
pemaaf bermuara pada putusan lepas. 
 
D. NARKOTIKA 
1. Pengertian Narkotika 
Narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem 
saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya 
kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan 
atau ketagihan (Edy Karsono; 2004: 11).  
Secara etimologis, menurut Hukum Pidana Nasional narkoba atau 
narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti 
menidurkan dan pembiusan. Sehubungan dengan pengertian narkotika, 
menurut Sudarto dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana 
mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu narke 
atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Serta 
menurut John M Elhols di Kamus Inggris Indonesia, Narkotika berasal dari 
perkataan narcotics yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa 
nyeri dan dapat menimbulkan efek melamun.  
Secara terminologi, menurut Anton  M. Moelyono dalam kamus 
besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat 
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menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa 
mengantuk atau merangsang.  
Smith Kline dan French Clinical Staff (M. Taufik Makaro, dkk; 
2005:18) membuat definisi sebagai berikut : 
Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their 
depressant effect on the central system. Included in this definition 
are opium, opium derivates (morphine, codein, heroin) and synthetic 
opiates (meripidin dan methadon).  
Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan 
ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja 
mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam defenisi narkotika ini sudah 
termasuk jenis candu, seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang 
dibuat dari candu, seperti (meripidin dan methadon). 
Istilah Narkotika bukanlah “narcotics” pada  farmasi, melainkan 
sama artinya dengan “drug” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan 
akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si 
pemakai yaitu : 
a. Mempengaruhi kesadaran; 
b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku 
manusia; 
c. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa : 
1. Penenang, 
2. Perangsang (bukan rangsangan seks), 
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3. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu mebedekan 
antara khayalan dan kenyaaan, kehilangan kesadaran akan waktu 
dan tempat). 
Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunanya 
ditunjukkkan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang 
pengobatan. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika 
memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung 
hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian, 
maka untuk jangka waktu yyang agak panjang, si pemakai memerlukan 
pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna bisa disembuhkan.  
Menurut Sudarto (Hari sasangka 2003:17) mengatakan bahwa 
perkataan narkotika berasal dari perkataan yunani “narke”  yang berarti 
terbius sehingga tidak merasa apa-apa.  
M. Ridha Ma’ruf (Hari sasangka 2003:33-34) menyimpulkan bahwa 
: Narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan sintesis. Yang 
termasuk narkotika alam adalah jenis candu, morphine, heroin, ganja, 
hashish, codein, cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian 
sempit. Sedangkan narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian 
narkotika secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk di dalamnya zat-
zat (obat) yang narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, 
adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan 
daya rangsang/stimulant (cocaine). 
26 
 
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.  
 
2. Jenis Narkotika 
Golongan-golongan yang dimaksud yakni : 
1) Narkotika Golongan I. 
Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat 
digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak 
digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi 
mengakibatkan ketergantungan. 
2) Narkotika Golongan II. 
Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat 
pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan 
dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan 
serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 
3) Narkotika Golongan III. 
Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat 
pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan 
mengakibatkan ketergantungan. 
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3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan 
pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si 
pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka 
dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika 
adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut 
pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil (M. Taufik Makaro, 
dkk; 2005:49). Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola 
pengguna yang patogolik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan 
menimbulkan gangguan fungsi sosial dan okupasional (Husein Alatas, dkk; 
2003:17). 
Penyalahgunaan narkotika adalah suatu kondisi yang dapat 
dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental 
dan perilaku akibat penyalahgunaan narkotika (H. Dadang Hawari; 
2003:12). 
Apabila seorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan 
sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika merupakan suau tindak 
pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat. 
Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (drug abuse) artinya 
mempergunakan narkotika/obat yang baik untuk tujuan pengobatan (Ridha 
Ma’ruf 1976 : 9). Orang yang menyalahgunakan dapat menimbulkan rasa 
keagihan atau kecanduan kepada narkotika. Kecanduan itu menurut Sloan 
dapat didefenisikan sebagai penyalahgunaan narkoba yang berkelanjutan 
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sehingga menimbulkan ketergantungan baik physical ataupun secara 
psikologis (Irvy J. Sloan 1984 : 34). Sedangkan menurut Miierczowski, 
kecanduan adalah proses dimana tubuh secara psikologis membutuhkan 
narkoba (Thomas Mierczowski 1992 : 12). Berdasarkan pengertian yang 
dikemukakan, maka dapat diketahui bahwa : 
a. Penyalahgunaan narkotika merupakan pemakaian narkotika secara 
berlebihan dan bukan untuk tergolong jenis obat yaitu : Hallucinogen, 
Depressant, dan Stimulant. 
b. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral 
yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. 
Berbahaya apabila disalahgunakan. 
c. bahwa narkotika dalam pengertiannya adalah mencakup obat-obat 
bius dan obat-obat berbahaya atau narcotic and dangerous drugs.   
 
E. Penanggulangan Kejahatan 
(Alam A.S.; 2010: 79) Penanggulangan kejahatan Empirik terdiri 
atas tiga bagian pokok, yaitu : 
1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya 
awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan 
kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-
norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri 
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seseorang. Meskipun ada kesempatan  untuk melakukan pelanggaran atau 
kejahatan tapi tidak adanya niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak 
akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi 
hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori 
NKK, yaitu ; Niat + kesempatan terjadi kejahatan.  
 
2. Preventif  
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya 
Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak 
pidana atau kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah 
menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Jadi dalam 
upaya preventif, kesempatan ditutup. 
 
3. Represif  
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau 
kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law 
enforcemenet) dengan menjatuhkan hukuman.  
 
F. PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA MILITER.  
Di dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tidak membedakan 
pengertian “penyelidik”, “penyelidikan”, penyidik dan penyidikan, karena 
telah diatur dalam hukum acara pidana umum. Dalam pemeriksaan perkara 
pidana militer, penyelidikan dilakukan oleh Atasan Yang Berhak 
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Menghukum (ANKUM) melalui bagian I (intel) tiap-tiap kesatuan dan Polisi 
Militer.  
Kekuasaan Komandan meliputi dua hal/macam wewenang, yaitu 
wewenang lazimnya disebut hak komando dan wewenang hak 
menghukum. Hak komando ini meliputi tiga hal yaitu : 
1. Mengarahkan (directing); 
2. Mengkoordinir (coordinating); 
3. Mengendalikan (control) 
 
Hak Komando daripada Komandan diperolehnya dari delegasi yang 
berasal dari pucuk pimpinan Angkatan Bersenjata, sedangkan hak untuk 
menghukum anak buahnya diatur dalam undang-undang. 
Komandan harus dapat mengarahkan, mengkoordinir, dan 
mengendalikan tugasnya dengan sempurna, karena apabila salah satu 
wewenang tersebut tidak ada maka ketentraman ketertiban pasukan akan 
kacau, karena berarti salah satu wewenang itu berada dipihak lain dengan 
kata lain adanya turut campur pihak luar terhadap keutuhan suatu pasukan. 
Oleh karena itu wewenang itu tidak boleh lepas dari wewenang seorang 
komandan, agar dapat memelihara disiplin pasukannya dan untuk dapat 
melaksanakan tugas pokoknya dengan baik.  
Seorang komandan guna kepentingan taktik dan strategi militer, 
maka ia bebas mengambil tindakan berdasarkan keadaan medan, alat 
peralatan (logistik) kekuatan sasaran, dan sebagainya. Tidak demikian 
halnya dalam bidang hukum, para komandan harus menjalankan ketentuan 
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undang-undang sebagaimana yang telah ditentukan bukan sebagaimana 
yang dikehendakinya. 
Oleh karena itu, seorang komandan harus mengetahui ketentuan-
ketentuan tersebut terutama batas-batas kewenangannya. Para komandan 
militer selaku atasan yang berhak menghukum, wajib melakukan 
pemeriksaan permulaan atas seorang militer bawahannya yang diduga 
melakukan suatu tindak pidana. Pemeriksaan pendahuluan terdiri dari dua 
bagian yaitu yang bersifat pengusutan, dan yang bersifat penuntutan. 
Tugas wewenang pejabat penuntut yaitu oditur militer, sedangkan 
yang dimaksud dengan pengusutan adalah istilah penyidikan yang 
merupakan sesuatu perbuatan pejabat pengusut yang bersifat mengusut 
atau membuat terang suatu peristiwa apabila ada dugaan bahwa telah 
terjadi suatu tindak pidana yang telah dilakukan seorang tersangka. 
Mengusut atau menyelidiki tentang tindak pidana, mencari bukti untuk 
memperoleh keyakinan tentang peristiwa yang sesungguhnya telah terjadi. 
Dugaan tentang adanya suatu peristiwa pidana diperoleh : 
1. Laporan yaitu pemberitahuan tentang peristiwa terjadinya suatu 
kejahatan, laporan tersebut dilakukan oleh setiap orang. 
2. Pengaduan yaitu permintaan dari seseorang yang berhak mengadu 
supaya perbuatan itu diperiksa, dan diadili. 
 
Orang yang berhak mengadu itu adalah orang tertentu yang ada 
sangkut pautnya dengan tindak pidana yang terjadi yaitu pada umumnya 
adalah orang yang menderita akibat perbuatan tindak pidana itu. 
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Pengaduan menjadi syarat penuntutan, karena perbuatan itu baru dapat 
dituntut apabila ada pengaduan yang memenuhi syarat-syarat yang telah 
ditentukan. 
Tahap penyidikan  
Suatu Penyelidikan dan Penyidikan dimulai dari adanya laporan 
Polisi. Laporan Polisi harus memuat :  
a. Keterangan yang jelas tempat dan waktu kejadian 
b. Uraian kejadian 
c. Akibat Kejadian (misal mati, luka-luka, kekerasan, atau kehilangan 
barang). 
d. Nama, Umur, Pekerjaan, serta alamat tersangka dan saksi. 
Syarat Laporan Polisi harus memuat : 
1) Kejadian yang dilaporkan harus merupakan tindak pidana 
2) Fakta perbuatan tersangka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana 
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam perundang-
undangan pidana. 
3) Tersangka adalah seorang atau lebih yang pada waktu melakukan 
tindak pidana adalah anggota Tentara Nasional Indonesia. 
Pemanggilan Kepada Tersangka dan Saksi. 
1) Pemanggilan kepada tersangka dan saksi anggota TNI dilakukan 
dengan surat panggilan yang dialamatkan kepada Ankumnya dengan 
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permohonan supaya diperintahkan kepada yang bersangkutam untuk 
memenuhi panggilan. 
2) Pemanggilan kepada saksi bukan anggota TNI dilakukan dengan surat 
panggilan kepada yang bersangkutan di tempat tinggalnya.  
Pemeriksaan Tersangka dan Saksi 
Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh penyidik untuk 
memperoleh keterangan-keterangan tentang suatu kasus atau peristiwa 
yang diduga merupakan suatu tindak pidana. 
Penangkapan dan Penahanan 
a. Penangkapan oleh penyidik yang berwenang : 
1. Penangkapan tersangka diluar daerah hukum Ankumnya dapat 
dilakukan oleh penyidik setempat di tempat tersangka dilaporkan 
berdasarkan permintaan penyidik yang perkaranya dengan surat 
perintah. 
2. Perintah penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.  
3. Pelaku tidak dapat ditangkap kecuali apabila sudah dipanggil 2 kali 
secara sah tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.  
4. Penangkapan dilakukan paling lama 1 hari.  
5. Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik, atau POM atau 
anggota ankum yang bersangkutan dengan memperlihatkan surat 
perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, 
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alasan penangkapan, uraian singkat perkara, dan tempat ia 
diperiksa. 
6. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan tanpa surat  perintah, 
dengan keentuan harus segera menyerahkan tersangka dan bukti 
kepada penyidik.  
7. Tembusan surat perintah diberikan keluarganya dan penyidik segera 
melaporkan hal itu kepada ankumnya.  
b. Penahanan  
1. Ankum berwenang menahan tersangka paling lama 220 hari dengan 
surat keputusan.  
2. Apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikkan papera 
berwenang memperpanjang penahanan untuk setiap kali paling 
lama 30 hari dengan surat keputusan paling lama 180 hari. 
3. Tidak menutup kemungkinan melepas tersangka sebelum masa 
penahanan tersebut habis, namun setelah 200 hari tersangka harus 
dibebaskan demi hukum. 
 Syarat Penahanan. 
1) Terdapat bukti yang cukup dan dikhawatirkan tersangka akan melarikan 
diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi 
melakukan tindak pidana atau membuat keonaran. 
2) Tersangka disangka melakukan tindak pidana dan percobaan atau 
bantuan yang diancam pidana penjara 3 bulan atau lebih.  
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3) Penahanan atau perpanjangannya dilaksanakan oleh penyidik dengan 
surat perintah berdasarkan surat perintah berdasarkan surat keputusan 
yang mencantumkan identitas tersangka, alasan, uraian singkat perkara 
kejahatan yang dipersangkakan, dan tempat ia ditahan, yang 
tembusannya disampaikan kepada keluarganya.  
4) Tempat penahanan di rumah tahanan militer atau tempat lain yang 
ditunjuk oleh panglima TNI.  
5) Penahanan dapat ditangguhkan oleh Ankum atau Papera atas 
permintaan tersangka dengan disertai saran dari Polisi Militer atau 
oditur dengan syarat yang ditentukan.  
Pelaksanaan Penyidikan  
1. Setelah penyidik POM atau oditur menerima laporan atau pengaduan, 
tentang terjadinya tindak pidana, ia wajib melakukan penyidikan, dalam 
hal yang menerima laporan ankum, ia segera menyerahkan penyidikan 
kepada penyidik POM atau Oditur selanjutnya melakukan penyidikan 
dan melaporkannya kepada Ankum. 
2. Setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami, menyaksikan, 
atau mendengar terjadinya tindak pidana ia berhak mengajukan 
laporam dan setelah menerima laporan, penyidik membuat tanda terima 
laporan. 
3. Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib menyerahkan 
berkas perkara kepada Ankum, Papera, dan aslinya kepada oditur. 
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4. Papera dapat menghentikan penyidikan dengan surat keputusan 
berdasarkan pendapat hukum oditur.  
5.  Dalam hal tertangkap tangan, setiap orang berhak menangkap, 
sedangkan bagi yang berwenang dalam tugas ketentraman, ketertiban, 
dan keamanan masyarakat wajib menangkap tersangka dan 
menyerahkan kepada penyidik. 
6.  Sesudah menerima laporan, penyidik melakukan pemeriksaan dan 
tindakan lain yang diperlukan: datang ketempat kejadian, dan melarang 
orang meninggalkan tempat selama pemeriksaan memanggil tersangka 
dan saksi. 
7. Panggilan tersangka atau saksi prajurit melalui komandan atau kepala 
kesatuan orang yang dipanggil wajib memenuhi, dan apabila panggilan 
kedua juga tidak diindahkan dapat dipanggil secara paksa komandan 
atau kepala yang bersangkutan wajib memerintahkan anggotanya untuk 
memenuhi panggilan.  
8. Penyidik wajib memberi tahu hak tersangka untuk di dampingi penasihat 
hukum. Dalam penyidikan, penasihat hukum dapat melihat dan 
mendengar jalannya pemeriksaan, tetapi dalam hal kejahatan terhadap 
keamanan negara, penasihat hukum dapat melihat, tetapi tidak 
mendengar. 
9. Apabila diperkirakan dalam sidang saksi tidak hadir maka dalam 
pemeriksaan saksi disumpah.  
10. Saksi diperiksa sendiri-sendiri, tetapi boleh dipertemukan.  
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11. Tersangka dapat mengajukan saksi yang meringankan.  
12. Tersangka dan saksi tidak boleh ditekan dan semua keterangannya 
dicatat dalam berita acara yang diperiksa. Apabila yang diperiksa tidak 
mau menandatangani, harus dicatat dalam berita acara.  
13. Pemeriksaan tersangka dan saksi yang berdiam diluar daerah hukum 
penyidik, dapat membebankan kepada penyidik setempat.   
14. Penyidik dapat meminta pendapat seorang ahli. 
15. Penyidik wajib membuat berita acara yang memuat tanggal, tindak 
pidana yang dilakukan dengan menyebut tanggal dan tempat keadaan. 
16. Apabila tersangka ditahan, dalam waktu satu hari sejak ia ditahan harus 
sudah mulai diperiksa.  
17. Penyidik dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan harus 
membuat berita acara yang salinannya diberikan kepada orang dari 
mana benda itu disita. 
18. Dalam hal penyidik menangani korban dari tindak pidana, baik luka, 
keracunan atau mati, berwenang minta keterangan ahli kepada ahli 
kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya secara tertulis. Dalam 
hal sangat diperlukan dapat dimintakan bedah mayat untuk kepentingan 
atau penggalian mayat.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di kota Makassar yaitu tepatnya pada 
Detasemen Polisi Militer Makassar VII/6 dan Polisi Militer Kodam 
VII/Wirabuana, Adapun alasan penulis memilih  tempat tersebut oleh 
karena jumlah tindak pidana narkotika di kalangan militer dapat diketahui. 
Selain itu, terletak di kota Makassar yang memungkinkan penulis untuk 
mendapatkan data penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk menjawab 
permasalahan ini. 
 
B. Jenis dan Sumber data 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
lapangan penelitian berupa wawancara kepada responden, dalam 
hal ini pihak terkait yaitu penegak hukum militer (Polisi Militer). 
2. Data Sekunder, yaitu data yang sebelumnya telah ada atau 
diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti berupa buku-buku, 
dokumen, arsip serta pengaturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka pelaksanaan, penulis mengadakan pengumpulan 
data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 
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1. Penelitian Kepustakaan  
Pada penelitian ini Penulis menelaah data-data sekunder berupa 
buku-buku literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-
undangan yang ada kaitannya dan mendukung penelitian ini. 
2. Penelitian Lapangan (Wawancara) 
Untuk mendapatkan data yang lebih konkret, penulis melakukan 
wawancara secara langsung kepada responden yang terkait dengan 
penelitian ini. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan 
teknik analisis kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
1. Peranan Polisi Militer Angkatan Darat dalam menanggulangi tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika. 
Keterkaitan tugas dan tanggung jawab antara polisi dan masyarakat 
sering dikumandangkan dalam pelbagai rapat kerja intern Polisian bahwa 
Polisi tidak akan berhasil dalam menanggulangi kejahatan tanpa bantuan 
dan partisipasi masyarakat. Tampaknya lebih banyak merupakan slogan 
atau diwujudkan secara konsisten, baik oleh pihak Polisi maupun pihak 
masyarakat.  
Peranan Polisi Militer Angkatan Darat dalam menanggulangi tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika khususnya di kalangan militer Angkatan 
Darat yaitu sebagai penyidik perkara dan pencegahan tindak pidana. Polisi 
Militer sebagai Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu 
peristiwa pidana memiliki wewenang :  
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya 
suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, 
b. melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian, 
c. mencari keterangan dan barang bukti, 
d. menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan 
memeriksa tanda pengenalnya, 
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e. melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan 
surat-surat; 
f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang, 
g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka 
atau Saksi, 
h. meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang 
ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, 
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
j. melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk 
melakukan penahanan Tersangka, dan 
k. melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak 
Menghukum 
Kegiatan penyidikan pada umumnya ditunjukan terhadap perkara 
yang jelas tersangka dan penderitanya, tetapi kegiatan tersebut juga dapat 
dilakukan terhadap perkara yang masih kurang jelas yang perlu dibuktikan 
lebih lanjut dengan cara pengamatan dan penjejakan.  
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Penyidik Polisi Militer ini terdiri dari 11 orang yakni : 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komandan Satuan Idik 
 
Kapten 
Wakil Komandan Satuan 
Idik 
 
Letnan 
Komandan Unit 
 
Letnan 
Komandan Unit 
 
Letnan 
Bintara Pemeriksa   Bintara Pemeriksa    Bintara Pemeriksa    Bintara Pemeriksa   Bintara Pemeriksa    Bintara Pemeriksa 
Sersan 
Operator Komputer Operator Komputer Bintara Administrasi 
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Skema tersebut merupakan struktur dari personil penyidikan perkara 
pidana Polisi Militer beserta pangkatnya. Komandan bagian penyidikan 
berpangkat kapten, wakil komandan berpangkat letnan, komandan unit 
berpangkat letnan, yang memeriksa perkara pidana berpangkat sersan, 
operator komputer merupakan Pegawai Negeri Sipil golongan 2 A, dan 
Bintara Administrasi berpangkat sersan.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Lettu Cpm Rohmana, kasus 
narkotika merupakan bagian dari tujuh pelanggaran berat  TNI yang sudah 
pasti mendapat hukuman tambahan berupa pemecatan tidak secara 
hormat. Selama ini kasus narkotika yang dilaporkan maupun tertangkap 
tangan oleh Polisi Militer saat melakukan razia yakni sebagai 
pengkonsumsi. Kolonel Chk M. Basir mengatakan bahwa penyalahgunaan 
narkotika oleh oknum TNI merusak moral bangsa apalagi karena seorang 
TNI yang harus menjadi panutan masyarakat harus bersih dari perbuatan 
pidana. Maka penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan yang 
dilakukan untuk anggota TNI bukan hanya Angkatan Darat, baik Angkatan 
Laut maupun Angkatan Udara juga memberikan hukuman tambahan 
berupa pemecatan tidak dengan hormat. 
Diharapkan dengan penjatuhan hukuman tambahan berupa 
pemecetan mampu mengurungkan niat oknum anggota TNI Angkatan 
Darat untuk mengkonsumsi narkotika. Memberikan efek jera terhadap 
anggota TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam menyalahgunakan 
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narkotika dan menjadi pelajaran untuk anggota TNI Angkatan Darat 
lainnya. 
Proses penanganan perkara temuan atau yang dilaporkan kepada 
Polisi Militer. 
 
 
 
 
 
 Proses : 2 X 24 Jam 
     Laporan Polisi  Dilaporkan 
   Di sidik 
 
 
 
Sumber data : Detasemen Polisi Militer VII/6 dan Polisi Militer Kodam VII/Wirabuana. 
 
Dari skema tersebut yaitu adanya tindak pidana yang di laporkan 
maupun ditemukan petugas, harus di kembalikan kepada Atasan yang 
berhak menghukum atau Komandan Satuan yang selanjutnya Ankum 
membuat surat penahanan sementara kepada anggotanya yang 
melakukan tindak pidana. Pada dasarnya pemeriksaan terhadap tersangka 
Laporan 
Pengaduan 
Masyarakat
. 
Kasus 
Ditemukan 
Petugas 
Polisi 
Milite
r
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dan saksi prosedurnya sama, yang membedakannya adalah dalam hal 
pemeriksaan, seorang tidak perlu di dampingi oleh penasihat hukum. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Lettu Cpm Rosichan 
mengemukakan bahwa Adanya laporan pengaduan dari masyarakat 
maupun ditemukan petugas baik dari pihak Kepolisian maupun Polisi Militer 
merupakan bahan dasar dilakukannya  penyidikan. Kepolisian yang 
menemukan oknum prajurit TNI Angkatan Darat yang melakukan tindak 
pidana, maka harus mengkoordinasi Polisi Militer yang selanjutnya 
menyerahkan kepada Atasan yang berhak menghukum untuk dibuatkan 
surat perintah penahanan sementara.  
Selanjutnya berkas perkara dilimpahkan ke Oditur Militer. Sebelum 
berkas perkara dilimpahkan ke Oditur, tersangka di tahan di sel tahanan 
Polisi Militer dan setelah berkas perkara dilimpahkan ke Oditur Militer, maka 
tersangka di tahan di sel tahanan satuan sampai adanya sidang penjatuhan 
hukuman. Apabila penjatuhan hukuman tanpa adanya pemecatan maka 
tersangka atau terdakwa di tahan di RTM (Rumah Tahanan Militer) atau 
Masmil (Masyarakat Militer) tetapi apabila penjatuhan hukuman dengan 
adanya pemecatan maka tersangka atau terdakwa di tahan di Lembaga 
Pemasyarakatan Sipil. 
Polisi militer  juga memiliki peranan sebagai pencegahan tindak 
pidana yaitu melakukan operasi aktif atau razia. Operasi aktif atau razia 
rutin dilaksanakan. Terkadang operasi aktif atau razia digelar secara 
mendadak sehingga penyampaian tentang razia tidak dapat diketahui 
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sehingga Polisi Militer lebih banyak menemukan tindak pidana 
dibandingkan operasi aktif atau razia yang telah dijadwalkan sebelumnya. 
Melaksanakan tes urin secara mendadak di setiap satuan yang 
bekerjasama dengan Kesehatan Kodam untuk mengetahui anggota TNI 
Angkatan Darat yang mengkonsumsi narkotika. Apabila hasil tes urin 
menunjukkan positif pengguna narkoba, maka Ankum membuat surat 
penahanan yang selanjutnya dialihkan ke Polisi Militer.  
Polisi militer selalu melakukan observasi atau pemantauan sebagai 
dasar melaksanakan operasi aktif atau razia. Observasi dilakukan dengan 
bekerjasama dengan kepolisian satuan reserse kriminal. Apabila kepolisian 
menemukan oknum TNI Angkatan Darat menyalahgunakan narkotika maka 
kepolisian wajib menginformasikan kepada Polisi Militer yang memiliki 
wewenang menyidik perkara pidana di kalangan militer.  
 
2. Hambatan Polisi Militer dan upaya menanggulangi Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkotika. 
Hambatan yang ditemukan Polisi Militer dalam menanggulangi tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika yaitu sarana. Polisi Militer hanya memiliki 
satu Laboratorium Forensik yang terdapat di kota Jakarta. Membutuhkan 
waktu yang cukup lama apabila harus menunggu hasil laboratorium 
sehingga Polisi Militer menggunakan Laboratorium Forensik milik Polda 
Sulsel untuk mengetahui hasil tes urine yang menunjukkan mengkonsumsi 
narkotika. Kurangnya personil bagian penyelidikan sehingga bekerjasama 
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dengan kepolisian sat narkoba untuk mengkoordinasi apabila adanya 
keterlibatan anggota TNI dalam penyalahgunaan Narkotika. Personil 
penyelidikan hanya 9 orang yang bertugas mengawasi kota Makassar dari 
tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat.  
Daftar Penyalahgunaan Narkotika di Kota Makassar oleh oknum 
TNI Angkatan Darat. 
Nomor Tahun Jumlah Kasus 
1 2009 0 
2 2010 0 
3 2011 5 
4 2012 1 
 
Berdasarkan tabel diatas, dari tahun 2009 hingga tahun 2010 tidak 
terdapat kasus narkotika baik laporan dari masyarakat maupun yang 
ditemukan oleh Polisi Militer. Pada tahun 2011, terdapat 5 (lima) kasus 
narkotika, laporan dari masyarakat maupun yang ditemukan pada saat 
Polisi Militer melakukan opersi aktif atau razia yang dilakukan. 5 (lima) 
kasus narkotika oleh oknum TNI Angkatan Darat yaitu sebagai pengguna 
atau mengkonsumsi jenis narkotika golongan I.  
Perkembangan daerah di setiap Provinsi di Indonesia terutama 
daerah perkotaan dan sekitarnya, berdampak bukan hanya peningkatan 
arus urbanisasi semata-mata tetapi juga berdampak pada perubahan 
struktur masyarakat. Perubahan dimaksud adalah perubahan dari struktur 
masyarakat desa ke arah struktur masyarakat kota yang ditandai dengan 
perubahan pandangan hidup tradisional menjadi modern. Perubahan 
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pandangan dimaksud dengan adanya perubahan pola pikir menjadi lebih 
rasional. Perubahan dari pola kehidupan yang bergantung pada alam 
menjadi pola kehidupan yang ikut menentukan dan mengatur alam. 
Perubahan tersebut belum diikuti dengan perubahan mekanisme kerja 
aparat Polisi terhadap penanggulangan kejahatan. 
Menurut Lettu Rokhmana, keterlibatan oknum TNI Angkatan Darat 
ini akibat dari pengaruh lokasi. Dan oknum ini juga berdomisili diluar satuan 
sehingga pengaruh lokasi menjadi faktor keterlibatan oknum TNI Angkatan 
Darat melakukan penyalahgunaan narkotika. Dan pada tahun 2012, masih 
ditemukan 1 (satu) kasus penyalahgunaan narkotika oleh oknum TNI 
Angkatan Darat ini.  Faktor lokasi merupakan salah satu penyebab beredar 
luasnya barang narkotika tersebut. Mengingat kota Makassar sebagai 
ibukota Provinsi Sulawesi Selatan serta pusat niaga di Indonesia Timur, 
yang mana menjadi jembatan penghubung antar kota, kabupaten, maupun 
provinsi, sehingga menjadi wilayah peredaran yang sangat strategis, 
ditunjang dengan keberadaan tempat-tempat hiburan malam. 
Bukan hanya hal itu saja, tetapi faktor ekonomi juga menunjang 
penyalahgunaan narkotika, sebab transaksi narkotika tidak akan terjadi jika 
tidak memiliki uang berlebih. Para pelaku pengedar narkotika sebagian 
besar hidup dibawah garis kemiskinan, hal ini dimanfaatkan oleh para 
bandar besar narkotika yang mempunyai modal dengan menjanjikan 
keuntungan upah yang besar bagi para pengedar. Maka banyak dari 
individu maupun kelompok dengan alasan guna memperbaiki tingkat taraf 
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kehidupan ekonomi mereka, karena bentuk perdagangan obat-obatan 
terlarang tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda 
tanpa harus kerja keras sehingga mengundang keinginan yang besar 
melakukan berbagai macam penyelendupan agar keuntungan yang 
diperoleh mampu mengatasi kesulitan ekonomi tanpa harus memandang 
siapa saja yang ditawarkan narkotika tersebut.  
Faktor sosiologis juga merupakan faktor yang mengakibatkan 
terjadinya penyalahgunaan narkotika. Faktor sosiologis dikarenakan 
sebagian orang menganggap narkotika sebagai alat pergaulan yang 
didorong oleh pergeseran nilai hidup oleh masyarakat, serta dikatakan 
sebagai trend hidup masa kini, sehingga cenderung narkotika dijadikan 
penunjang dalam melakukan interaksi sosial oleh kalangan-kalangan 
tertentu. 
Sejalan dengan hal diatas penulis berpendapat bahwa kebanyakan 
dari mereka yang melakukan penyalahgunaan narkotika disebabkan 
karena faktor ingin mengetahui dan merasakan mengkonsumsi narkotika 
dan akhirnya mereka ketagihan.  
Soedjono D, S.H., menjelaskan dalam sebuah penelitian seorang 
psikiater Dr. Graham Blanie antara lain mengemukakan bahwa biasanya 
seseorang mempergunakan narkotika dengan beberapa sebab, yaitu : 
1.) Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan 
yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita, dan 
lain-lain. 
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2.) Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua, 
atasan, atau norma-norma sosial. 
3.) Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks 
4.) Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-
pengalaman emosional. 
5.) Untuk mencari dan menemukan arti dari hidup. 
6.) Untuk mengisi kekosongan dan kesepian atau kebosanan. 
7.) Untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi, dan kepenatan hidup. 
8.) Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan 
soladaritas. 
9.) Hanya iseng-iseng atau di dorong rasa ingin tahu. 
 
Menurut Lettu Rokhmana, upaya-upaya yang dilakukan untuk 
menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu melakukan 
penyuluhan hukum oleh Kumdam (Hukum Kodam), dan Polisi Militer di 
setiap satuan khusunya Angkatan Darat guna mengetahui apabila 
menyalahgunakan narkotika maka hukuman khusus diberikan yaitu 
pemecatan sehingga dengan adanya pemecatan secara tidak hormat 
menghindari terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh TNI Angkatan 
Darat. 
Di setiap satuan TNI Angkatan Darat selalu mengadakan bintal 
(pembinaan mental) berupa kegiatan kerohanian atau keagamaan. Setiap 
hari kamis malam, setiap satuan TNI Angkatan Darat mengadakan 
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pengajian sebagai salah satu bentuk pembinaan mental. Dan juga 
mengadakan latihan-latihan fisik sehingga tidak ada pikiran untuk 
melakukan tindak pidana.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan. 
Berdasarkan dari uraian skripsi, penulis menyimpulkan bahwa : 
1. Peranan Polisi Militer Angkatan Darat dalam menanggulangi tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan militer Angkatan Darat 
yaitu sebagai penyidik dan sebagai pencegah terjadinya tindak pidana. 
Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah Atasan yang 
berhak menghukum, Polisi Militer, dan Oditur yang diberi wewenang 
oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Peranan Polisi Militer ini 
sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu 
sebagai penyidik perkara pidana. 
2. Hambatan yang dihadapi Polisi Militer Angkatan Darat dalam 
menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan 
militer Angkatan Darat. Bentuk hambatan yang dihadapi yaitu beurpa  
Sarana 
Harus bekerjasama dengan Kesdam (Kesehatan Kodam), Badan 
Narkotika Nasional, Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan untuk 
mengidentifikasi tersangka menggunakan atau mengkonsumsi narkotika. 
Juga selalu mengkoordinasi ke satuan narkoba Polrestabes Makassar dan 
Polda Sulawesi Selatan untuk mencari informasi keterlibatan oknum 
anggota TNI Angkatan Darat.  
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B. Saran. 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba 
memberikan saran bahwa guna menunjang penegakan hukum khususnya 
terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI 
Angkatan Darat yaitu perlu adanya fasilitas yang cukup untuk membuktikan 
seseorang menyalahgunakan narkotika tanpa harus menggunakan fasilitas 
instansi lain. Juga menambahkan jumlah personil di bagian penyelidikan 
sehingga informasi keterlibatan anggota TNI Angkatan Darat mudah 
diketahui. Selalu mengadakan operasi aktif atau razia yang digelar secara 
mendadak sehingga Polisi Militer lebih banyak menemukan tindak pidana 
yang dilakukan dibandingkan operasi aktif atau razia yang telah 
dijadwalkan sebelumnya 
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